
WAL 

PERATU! 

NOMPR 

I KOTA BAUBA(Y 
PROVINSI SULAWESI TE] 

RAN WALI KOTA BAUBAU 

TENTANG 

: 102 TAHUN 2023 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA(BAUBAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG: MAHA ESA, 

WALI KOTA BAUBALJ, 

bahwa unfuk melaksanakaj 

Menteri Dalam 

ketentuan Pasal 44 ayat 1 

egeri Nomor 79 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah 

Kredit Pemerintah Daerah 

, Menimbang 

Peraturan 

Daerah D 

tentang Ta 

Pendapa 

Mengingat HE" 

Indonesia 

2. Undang-Undang Nomor 23 

Indonesia ( 

Nomor 3843, 

terakhir d 

am Pelaksan: 

Belanja Daerah perlu men 

o Anggaran Pendapatan dan 

ptapkan Peraturan Wali Kota 

Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu 

untuk pelaksanaan Anggaran 

dan Belanja Daej ah Kota Baubau. 

Pasal 17 ayat (3) Undang- 

un 1945; 

ndang Dasar Negara Republik 

. Tahun 1999 tentang Bank 

mbaran Negara|Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 66, Tambahan Lembdran Negara Republik Indonesia 

sebagaimana) 

ngan Undang- 

tentang Pengembangan d 

telah beberapa kali diubah 

ndang Nomor 4 Tahun 2023 

Penguatan Sektor Keuangan 

(Lembaran [Negara Republik |[lndonesia tahun 2023 Nomor 4, 

Tambahan 

Nomor 684 

2001 Noml 

Indonesia N 

4. Undang-Undang Nomor 39 

Negara (Lembaran Negara 

Tambahan Lem Nomor 166 

Nomor 491 

5); 

3. Undang-U: 

Kota Bau- 

Lembaran 

ang Nomor 13 

au (Lembaran N 

r 93, Tambah: 

omor 4120); 

egara Republik Indonesia 

gara Republik Indonesia Tahun 

T}hun 2001 tentang Pembentukan 

n Lembaran Negara Republik 

Ehun 2008 tentang Kementerian 

;publik Indonesia Tahun 2008 

aran Negara Republik Indonesia 



Menetapkan 

Dalam Peraturan Wali Kota ini y 

1. 

5. Undang-Updang Nomor 23 

Daerah (Lembaran Negara 

Nomor 244, Tambahan Le 

Nomor 5587); sebagaim: 

terakhir dengan Undang- 

a‘hun 2014 tentang Pemerintahan 

Republik Indonesia Tahun 2014 

yaran Negara Republik Indonesia 

i telah beberapa kali diubah 

ndang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2( 22 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembar: 

Tahun 2023 Nomor 41, T: 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan 

Pengelolaan Keuangan Da 

Indonesia | Tahun 2019 

Pemerintah Noinor 

1 Negara Republik Indonesia 

pahan Lembaran Negara Republik 

12 Tahun 2019 tentang 

rah (Lembaran Negara Republik 

mor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan 

Indonesia {Tahun 2021 Nom: 

Presiden Nomgr 

Kementerian Dalam Negeri 

114 Tahun 2021 tentang 

(Lembaran Negara Republik 

r 286); 

8. Peraturan Bank Indornesia Nomor 23/6/PBI/2021 

tentang Penyedia Jasa [Pembayaran (Lembaran Negara 

Republik |[Indonesia Tahun| 2021 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

9. Peraturan| Menteri Dalam 

tentang Petunjuk Teknis Pe: 

Daerah dalam Pelaksanaan 

ndonesia Nomor 6692); 

Negeri Nomor 79 Tahun 2022 

jggunaan Kartu Kredit Pemerintah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 582). 

MEMUTUSKAN; 

PERATURAN WALI KOTA TEN’Il‘ ANG TATA CARA PENGGUNAAN 

DAN PENYELENGGARAAN KAR' U KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH 

BAB1 

Pasal 1 

Pemerintah Daerah ada 

Pemerintahan Daerah yar 

yang menjadi kewenangan 

Anggaran Pendapatan dan 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

Daerah. 

ang dimaksud den 

lah Wali Kota 

ng memimpin pel] 

Daerah Otonom. 

Belanja Daerah |y 

KETENTUAN UMUM 

gan: 

sebagai unsur penyelenggara 

pksanaan Urusan Pemerintahan 

ang selanjutnya disingkat APBD 

ang ditetapkan dengan Peraturan 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Kartu Kredit adalah Kar 

peraturan perundang-unda 

Kartu Kredit Pemerintah 

Kartu Kredit yang dapat 

belanja yang dibebankan 

pemegang Kartu dipenuhi 

u Kredit sebagaj 

ngan Bank Indong 

Daerah yang se 

digunakan unt: 

pada APBD, 

oleh bank pen 

kewajibannya pada waktu yang disepakati dag 

pelunasan kewajiban pembayaran pada 

pelunasan pembayaran secara sekaligus. 

Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau 

mana diatur dalam ketentuan 

Hia di bidang sistem pembayaran. 

njutnya disingkat KKPD adalah 

k melakukan pembayaran atas 

setelah kewajiban pembayaran 

bit Kartu Kredit sesuai dengan 

SKPD berkewajiban melakukan 

fvaktu yang disepakati dengan 

pegawai yang berstatus pegawai 

negeri sipil daerah untuk| melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD 

berdasarkan penetapan pengguna anggaran. 

Administrator KKPD adalah pejabat dan/atg] 

kerja perangkat daerah yang berstatus seb 

yang ditugaskan Wali Kota melaksanakan ad 

Pelaksana Kuasa Pengguna(l:KPD adalah pejg 

daerah yang diberikan kua: 

Satuan Kerja Perangkat Da 

perangkat daerah pada 

Pemerintahan Daerah. 

Satuan Kerja Pengelola Ke 

adalah unsur penunjang U 

melaksanakan Pengelolaan 

Pengguna Anggaran yang 

kewenangan penggunaan 

SKPD yang dipimpinnya. 

oleh Pemegang 

erah yang selanju 

selanjutnya disin 

anggaran untuk 

Kuasa PA yang selanjutnyp disingkat KPA 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

tugas dan fungsi SKPD. 

Pejabat Pengelola Keuangsa 

kepala Satuan Kerja Pen 

melaksanakan pengelolaar 

daerah. 

Bendahara Umum Daerah 

bertindak dalam kapasitas 

Kuasa BUD adalah pejabat 

Pejabat Penatausahaan XK 

in Daerah yang s 

gelola Keuangan 

yang selanjutnya| 

isebagai BUD. 

yeuangan Satuarn 

1 APBD dan berti 

yang diberi kuasa| 

u pegawai di lingkungan satuan 

hgai pegawai negeri sipil daerah 

ninistrasi penggunaan KKPD. 

bat dan/atau pegawai negeri sipil 

KKPD sebagai pengguna KKPD. 

Fnya disingkat SKPD adalah unsur 

Pemerintah Daergh yang melaksanakan Urusan 

uangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

rusan Pemerintah, 

Keuangan Daera]z 

an pada Pemerintah Daerah yang 

kat PA adalah pejabat pemegang 

melaksanakan tugas dan fungsi 

ddalah pejabat yang diberi kuasa 

IPA dalam melaksanakan sebagian 

elanjutnya disingkat PPKD adalah 

[Daerah yang mempunyai tugas 

ndak sebagai bendahara umum 

disingkat BUD adalah PPKD yang 

untuk melaksanakan tugas BUD. 

Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada 

Pejabat Pelaksana Teknis 

pejabat pada Unit SKPD y: 

dari suatu Program sesuai 

SKPD. 

Kegiatan yang s 

ang melaksanak 

anjutnya disingkat PPTK adalah 

1 (satu) atau beberapa Kegiatan 

dengan bidang tugasnya. 



17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya 

menyimpan, ditunjuk menerima, 

mempertanggungjawabkan 

rangka pelaksanaan APBD 

pejabat yang ditunju 

memb: 

uang untuk 

pada SKPD. 

k menerima, 

il singkat BP adalah pejabat yang 

arkan, menatausahakan, dan 

perluan belanja daerah dalam 

menyimpan, membayarkan, 

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 5[1anjutnya disingkat BPP adalah 

menatausahakan, dan mempertanggungja: abkan uang untuk keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan AfJBD pada unit SKPD. 

Bank Penerbit KKPD ad 

Pembayaran berupa Kartu 

kerjasama dengan bank 

kartu, nomor Kkartu, jenis| 

anggaran, dan jumlah ta; 

KKPD. 

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

jumlah tertentu yang 

membiayai Kegiatan operz 

satuan kerja perangkat daerah dan/atau u 

menurut sifat dan tujuannya tidak mung] 

pembayaran langsung. 

UP Tunai adalah UP yan 

melalui transfer RKUD ke rekening BP. 

UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam be: 

kepada BP atau BPP yang [ 

Surat Permintaan Pembay 

SPP-UP adalah dokumen 

pembayaran UP. 

alah Bank yan, 

belanja barang, 

berikan kepada 

sional pada satu 

g diberikan dalam 

enggunaannya dil 

aran Uang Persed 

yang digunakan 

memfasilitasi penerbitan Alat 

Kredit, yang daplet dilakukan sendiri atau melalui 

ain (bank penerpit yang dipilih oleh Pemerintah 

Daerah untuk menerbifl(arj KKPD}. 

Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang 

adalah daftar hasil verifik 

selanjutnya disingkat DPTKKPD 

tasi PA yang memuat informasi nama pemegang 

rician pengeluaran, pembebanan 

gihan yang harug dibayar kepada bank penerbit 

WP adalah uang muka kerja dalam 

bendahara pengeluaran untuk 

an kerja perangkat daerah/unit 

tuk membiayai pengeluaran yang 

qn dilakukan melalui mekanisme 

bentuk uang tunai kepada BP 

ntuk batasan belanja (limit) kredit 

akukan dengan KKPD. 

aan yang selanjutnya di singkat 

untuk mengajukan permintaan 

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM UP 

adalah dokumen yang digunakan untuk me: 

dana atas beban pengeluagan DPA SKPD yan 

mendanai sub kegiatan. 

Surat Perintah Membayar 

SPM GU adalah dokumen| 

pencairan dana atas 

dipergunakan untuk men, 

Surat Perintah Pencairan 

SP2D adalah dokumen y: 

Surat Referensi adalah d 

kepada Bank penerbit KKP! 

Ganti Uang Perse 

yang digunakan 

anti UP yang telall" 

ana Uang Perse 

kumen yang dite] 

D untuk menerbit] 

erbitkan surat perintah pencairan 

g dipergunakan sebagai UP untuk 

diaan yang selanjutnya disingkat 

untuk penerbitan surat perintah 

heban pengeluaran DPA SKPD yang dananya 

dibelanjakan. 

fiaan yang selanjutnya disingkat 

g digunakan sehagai dasar pencairan dana yang 

diterbitkan oleh BUD berdgsarkan SPM. 

rbitkan oleh PA yang ditujukan 

an KKPD. 



29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

@ 

Personal Identification Num 

identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD ¥ 

yang merupakan suatu kg 

sebagai kode sandi khusus 

dalam melakukan transaksi. 

Nota Pencairan Dana KKH 

adalah surat persetujuan 

UP KKPD yang diajukan oleh PPTK. 

Pembelian secara Elektronik yang selanjuth 

tata cara pembelian barang/jasa melalui si 

daring. 

Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya di 

informasi yang memfasilita: 

perdagangan melalui sistem 

Katalog Elektronik adalah 

berupa daftar, jenis, spe; 

(TKDN), produk dalam negeri, produk St 

produk industri hijau, ne; 

terkait barang/jasa. 

Pengadaan Langsung Secar; 

pengadaan langsung yang 

Elektronik (SPSE). 

PENGGUNAAN KA 

KKPD digunakan untuk 

berupa penyelesaian tagihaj 

Penggunaan KKPD sebagal 

memperhatikan: 

a. kemudahan penggunaan atau fleksit 

pemakaian yang lebih Juas; 

b. transaksi dapat dilakukan di selury 

menerima pembayarar 

capture atau media dal, 

atau fraud, 

d. efektivitas dalam pengt 

e. 

UP;dan 

f.  akuntabilitas pembay 

penggunaan UP KKPD,| 

keamanan dalam bertransaksi dan men 

efisiensi biaya administrasi transaksi pe 

ber yang selanjuty 

mbinasi angka-a 

untuk keamanan) 

D yang selanjutn; 

PA/KPA untuk p 

i Pengadaan Bar 

elektronik dan rif 

sistem informasi € 

sifikasi  teknis, TF 

4 

vara asal, harga, 

a Elektronik yang 

dilaksanakan 

BAB II 

RTU KREDIT PEN 

Pasal 2 

penyelesaian tagil 

nya disingkat PIN adalah nomor 

mg menggunakan Kartu Kredit, 

gka yang dibuat oleh komputer 

Han kemudahan Pemegang KKPD 

a disingkat dengan NPD KKPD 

mbayaran belanja menggunakan 

a disebut E-purchasing adalah 

tem katalog elektronik atau toko 

but Toko Daring adalah sistem 

ng/Jasa melalui penyelenggaraan 

el daring. 

ektronik yang memuat informasi 

ngkat Komponen Dalam Negeri 

iidar Nasional Indonesia (SNI), 

Penyedia, dan informasi lainnya 

selanjutya disingkat PLSE adalah 

elalui Sistem Pengadaan Secara 

ERINTAH DAERAH 

an kepada Pemerintah Daerah 

n belanja barang 

imana dimaksud 

n secara elektron: 

lam jaringan; 

hrangan UP yang 

aran tagihan d 

n jasa melalui mekanisme UP. 

pada ayat (1) dilakukan dengan 

litas kartu dengan jangkauan 

h penyedia barang/jasa yang 

k melalui mesin electronic data 

thindari terjadinya penyimpangan 

nenganggur atau idle cash; 

nerintah daerah dari penggunaan 

serah  dan pembebanan biaya 



BAB I 

TU KREDIT PEM PENGELOLA 

Bagian Kesatu 

H FINTAH DAERAH 

n Daerah Pejabat [Pengelola Keuang; 

Pasal 3 

Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyai tugas dan wewenang: 

—.
 

menunjuk 1 (satu) bank peperbit KKPD; 

melakukan pembahasan cangan/draft p 

Daerah dengan pejabat b: penerbit KKPD; 

menandatangani perjanji 

memberikan rekomendasi|kepada Wali Ko 

KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan 

menyampaikan surat permohonan penerbi 

KKPD; 

menerbitkan surat perjanjian penggunaan K 

menyerahkan KKPD kepad: Pemegang KKI'-’]Z)| 

KKPD dan surat perjanjian [penggunaan KKPD}; 

rjanjian kerja sama Pemerintah 

kerja sama dengeim pejabat bank penerbit KKPD; 

ta untuk menetapkan Pemegang 

lL sulan PA; 

tan KKPD kepada bank penerbit 

{IPD dengan Pemegang KKPD; 

disertai berita acara serah terima 

menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian 

penggunaan KKPD setelah| terlebih dahulu 

Pemegang KKPD,; 

dilakukan penandatanganan oleh 

memberikan persetujuan atas permintaan Kenaikan limit belanja KKPD dari 

Pemegang KKPD; 

melakukan penarikan KKPD karena penyalal punaan atau keadaan tertentu; 

menerbitkan surat peringatan kepada Penjegang KKPD dalam hal terjadi 

penyalahgunaan KKPD; 

memberikan rekomendasi 

proporsi besaran UP KKPD 

memberikan persetujuan 

perubahan besaran UP; 

sebagian atau se| 

kepada Wali Kota atas permohonan perubahan 

hruhnya permohonan dispensasi 

menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pembayaran dengan KKPD; 

memberikan rekomendasi kepada Wali Kota 

dan/atau pemotongan besdran UP KKPD; 

menerbitkan surat penari KKPD; 

menyampaikan surat pengrikan KKPD kep; 

tembusan kepada Pemeg: KKPD; 

melakukan pengawasan sgcara internal ata: 

KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatul 

menetapkan standar ope 

penyelesaian tagihan, d: 

luntuk memberikan surat teguran 

dda bank penerbit KKPD dengan 

kewajiban pembayaran tagihan 

tempo pembayaran; 

ional prosedur tg¢rkait norma waktu penggunaan, 

pertanggungjaw; ban KKPD dengan berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

melakukan monitoring [dan evaluasi elaksanaan kerjasama, surat 

persetujuan/perubahan persetujuan besaran) UP KKPD, status KKPD, jumlah 

dan total limit KKPD yarng disetujui oleh bank penerbit KKPD, ringkasan 

rta hambatan dai] kendala; dan 

hasil monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secana triwulanan kepada Wali Kota. 



Dalam penggunaan UP KKPD, I 

a
0
 
o
 

Bagian Kedua 

Kuasa Bendahara Umu: 

Pasal 4 

asa BUD memp : 

menyiapkan surat perjanjidn penggunaan KK 

melakukan penelitian besaran/proporsi UP K 

menyiapkan surat persetujuan besaran UP 

melakukan pencatatan pagu jenis belanja 

pagu jenis belanja yang bisa dibay: 

besaran/perubahan besaran/perubahan pro 

pengawasan UP KKPD; 

melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yan 

mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA| 

memenuhi persyaratan; 

menerbitkan SP2D GU 

KKPD yang belum dibayarkan; 

melakukan evaluasi pembayaran dan penggut 

menyusun rekapitulasi laporan hasil monif 

pembayaran menggunakan|KKPD; 

meminta SKPD untuk melakukan percepatan 

BUD belum menerima laporan hasil monit 

pembayaran dengan KKPD [tingkat SKPD; 

menyiapkan dan menyampaikan rekapitula 

Daerah 

1 

hyai tugas dan wewenang: 

PD dengan Pemegang KKPD; 

KPD; 

(PD SKPD; 
ang bisa dibayarkan melalui UP, 

kan melalui UP KKPD, dan 

porsi UP KKPD ke dalam kartu 

- diajukan oleh PA; 

dalam hal SPM GU KKPD tidak 

it| percepatan penyelesaian tagihan 

naan KKPD oleh PA/KPA; 

oring dan evaluasi pelaksanaan 

penyampaian laporan dalam hal 

oring dan evaluasi pelaksanaan 

i laporan hasil monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pemb 

menyiapkan surat teguran 

menyiapkan perubahan su 

dilakukan pemotongan bes 

menyampaikan perubahan 

PA dan bank penerbit KKPL 

s 

Dalam penggunaan UP KKPD, P| 

a. menyampaikan kebutuhan 

b. menyampaikan usulan d: 

kepada Wali Kota melalui P} 

menerbitkan surat pernya 

ayaran dengan 

dan/atau pemotos 

rat persetujuan b’ 

surat persetuju: 

dengan ditembu; 

Bagian Ketiga 

Pengguna Anggar: 

Pasal 5 

A mempunyai tug; 

aftar Pemegang 

PKD selaku BUD; 

SPM UP Tunai ke Kuasa BUD; 

mengajukan surat permoh onan perubahan 

Kota melalui PPKD selaku BUD; 

melakukan pengujian terhadap: 

1. kebenaran data pihak yang berhak 

APBD; 
2. 

3. kebenaran perhitungar 

billing) /Daftar Tagihan 

kebenaran materiil dan perhitungan bu 

Sementara; 
-7- 

aran UP KKPD;dar 

UP KKPD dalam § 

IPD kepada PPKD selaku BUD; 

ngan besaran UP KKPD; 

dsaran UP KKPD SKPD dalam hal 

h besaran UP KKPD SKPD kepada 
ikan ke PPKD selaku BUD. 

s dan wewenang: 

irat pernyataan UP; 

KKPD dan Administrator KKPD 

taan UP untuk diajukan pada saat penyampaian 

besaran UP KKPD kepada Wali 

gnerima pembayaran atas beban 

H-bukti pengeluaran; 

n Tagihan (e-billing) /Daftar Tagihan Sementara; 

kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e- 



.
 

kesesuaian 

kesesuaian jenis belanja yang dapat diba 

spesifikasi teknis dan 

perjanjian/kontrak, dokumen serah teri 

yang diserahkan oleh 

mengesahkan sebagian/sel 

dibayarkan dengan KKPD; 

aruhnya bukti-bul 

i 

i 
arkan dengan KKPD; dan 
. volume barang/jasa dalam 

ma barang/jasa, dan barang/jasa 

enyedia barang/jasa. 

it pengeluaran atas tagihan yang 

menolak bukti-bukti penge]wuaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD 

dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran 

menerbitkan DPT KKPD 

ketentuan; 

atas bukti-bukt) 

ang tidak memenuhi ketentuan; 

pengeluaran yang memenuhi 

menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa 

Pengguna KKPD atas b, 

ketentuan; 

menerbitkan NPD KKPD; 

menerbitkan SPM-GU KKP, 

penerbitan SP2D-GU KKPD 

melakukan verifikasi atas i 

Kua 

Dalam penggunaan UP KKPD, K 

a. 

b. 

mengajukan surat permoho 

melakukan pengujian terhal 

1. Lkebenaran data pihak] 

APBD; 
2. kebenaran materiil dan| 

3. kebenaran perhitungan 

4. kesesuaian perhitungd 

billing) /Daftar Tagihan 

5. kesesuaian jenis belanj 

6. kesesuaian spesifika; 

perjanjian/kontrak, do 

yang diserahkan oleh p 

mengesahkan sebagian/sel 

dibayarkan dengan KKPD; 

menolak bukti-bukti penge] 

dalam hal terdapat bukti-b: 

menerbitkan DPT KKPD 

ketentuan; 

dan 

Bagian Keempat 

sa Pengguna Angj 

Pasal 6 

PA mempunyai tu, 

ukti-bukti pengel uaran yang tidak memenuhi 

D dan menyampatkan kepada Kuasa BUD untuk 

dikasi penyalahgunaan KKPD. 

garan 

gas dan wewenang: 

ap: 

yang berhak m 

perhitungan buki 

in antara bukti 

Sementara; 

a yang dapat diba 

si teknis dan 

" enyedia barang/; 
uruhnya bukti-bu 

Tagihan (e-billing 

nan perubahan bekaran UP KKPD kepada PA; 

nerima pembayaran atas beban 

-bukti pengeluaran; 

/Daftar Tagihan Sementara; 

k:engelua.ran dengan Tagihan (e- 

arkan dengan KKPD; dan 

volume barang/jasa dalam 

umen serah teriha barang/jasa, dan barang/jasa 

Ba. 

lkti pengeluaran atas tagihan yang 

uaran atas tagih 

menyampaikan surat pemberitahuan pen 

Pengguna KKPD atas Bbukti-bukti peng 

ketentuan;dan 

menerbitkan NPD KKPD daj n menyampaikan 

ykti pengeluaran y; 

atas bukti-bukd] 

P yang dibayarkan dengan KKPD 

g tidak memenuhi ketentuan; 

pengeluaran yang memenuhi 

akan kepada Pelaksana Kuasa 

luaran yang tidak memenuhi 

kepada BPP. 



(1) 

@ 

0] 

2) 

) 

Dalam penggunaan UP KKPT! 

a. 

b. 

Dalam melaksanakan tugas penggunaan KK 

ayat (1)} huruf a, PPTK bertahggungjawab kep: 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerj 

Dalam penggunaan UP KKP; 

Dalam penggunaan UP 

wewenang: 

a. melakukan verifikasi d nomipatif be 

dokumen pendukung; 

b. menyiapkan DPT KKP; 

c. menyiapkan NPD KKPD; dan 

d. menyampaikan NPD D dan DPT KKE) 

Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai| 

a. 

Bagian Kelima 

Pejabat Pelaksana Teknis [Kegiatan 

Pasal 7 

, PPTK mempuny; 

menerima kuasa penggunaan KKPD d¢ 

untuk melakukan belanja menggunakan 

mengumpulkan dokumen belanja dalam 

atas beban pengeluaran pelaksanaar 

menggunakan KKPD; 

membuat daftar nominatif belanja menggy 

menyampaikan daftar [nominatif belanjla 

dokumen belanja kepada PA/KPA melalui 

B 
S 

B 

Bagian Keenam 

Penatausahaan Keuangan Unit Satuan K 

Pasal 8 

, PPK SKPD mem)| 

melakukan verifikasi daftar nomipatif belg 

dokumen pendukung; 

menyiapkan DPT; 

menyiapkan NPD KKPD; 

melakukan verifikasi 

diajukan oleh BP; 

menyiapkan SPM GU KKPD; 

menyiapkan draft sura pernyataan tanggi 

ai tugas dan wewenang: 

IPA/KPA selaku Pemegang KKPD 

KPD; 

rangka pelaksanaan anggaran 

kegiatan/sub Kkegiatan yang 

Inakan KKPD; dan 

menggunakan KKPD dilampiri 

IPPK-SKPD/PPK-Unit SKPD. 

D sebagaimana dimaksud pada 

da pemegang KKPD. 

A Perangkat Daerah/ Pejabat 

erja Perangkat Daerah 

[punyai tugas dan wewenang: 

anja menggunakan KKPD beserta 

erta bukti kelengkapannya yang 

ing jawab mutlak PA; 

menerbitkan surat perryataan verifikasi }ID'PK SKPD; dan 

menyampaikan NPD KKPD dan DPT KK 

PA kepada BP untuk penyiapan dan pengs 

KPD, PPK Unit 

KPA kepada BPP untuk{penyiapan dan pe 

Bagian Ketujuh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pg 

Pasal 9 

menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKF 

D yang telah ditandatangani oleh 

yjuan SPP GU KKPD. 

SKPD mempunyai tugas dan 

anja menggunakan KKPD beserta 

D yang telah ditandatangani oleh 

ngajuan SPP GU KKPD. 

mngeluaran Pembantu 

fugas dan wewenang: 

D kepada PA; 



(2) Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempuny: 

a. 

b. 

Dalam penggunaan UP KKPD, 

wewenang: 

melakukan aktivasi KKPD 

center/layanan pesan singkat (Short Message 

a. 

melampirkan daftar rin 

KKPD yang dikelola dleh masing-masi; 

dan/atau pengajuan pe: rubahan besaran 

BUD; 

melakukan pengujian: 

1. NPD KKPD dan DPT KKPD; 

2. ketersediaan dana .U P KKPD, dan 

ian yang menyaJ{‘;kan jumlah UP Tunai dan UP 

g BPP dalam pengajuan UP 

WP KKPD SKPD ke PPKD selaku 

3. penyusunan daftar pungutan/potgngan pajak/bukan pajak atas 

tagihan dalam NP?KKPD. 

menolak NPD KKPD da 

kepada PA dalam hall NPD KKPD 

persyaratan untuk dibayarkan; 

mengajukan permintaan penggantian U 

kepada PA dengan melampirkan NPD 

DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan 

DPT KKPD tidak memenuhi 

KKPD melalui SPP-GU KKPD 

PD dan DPT KKPD dari PA dan 

NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, besé ita dokumen pendukung lainnya 

melalui PPK-SKPD untuk dilakukan verifi kiasi; 

menyiapkan draft surat pernyataan tangging jawab mutlak PA; 

melakukan pemungutan/pemotongan p: djak/bukan pajak atas tagihan 

dalam NPD D dan melakukan penyetoran atas 

pemungutan / pemotong; pajak/bukan |pajak ke kas Negara sebelum 

melakukan pembay: tagihan KKPD; 

melakukan pembayaran tagihan KKPD mglalui pendebitan rekening BP ke 

rekening Bank penerbflt KKPD setelah 

masuk ke rekening BP;dan 

pencairan dana SP2D diterima/ 

melakukan pemindahbykuan UP KKPD melalui pendebitan rekening BP ke 

rekening masing-masing BPP. 

menyampaikan kebutuhan UP KKPD Uni 

melakukan pengujian: 

1. NPD KKPD dan DPT KKPD;dan 

2. ketersediaan dana UP KKPD. 

menolak NPD KKPD dan DPT KKPD y: 

kepada KPA dalam hal NPD KKPD d 

persyaratan untuk dibayarkan; 

menyampaikan NPD XKPD dan DPT 

persyaratan untuk dibayarkan kepada BR 

melakukan pembayaran tagihan KKPD 

ke rekening Bank penerbit KKPD setelah 

ke rekening BPP yang djtransfer gleh BP. 

Bagian Kedela; 

Pasal 10 

Administrator 

dan request/a] 

-10- 

Administrator KKBD 

i tugas dan wewenang: 

SKPD kepada BP; 

g diajukan dan mengembalikan 

n DPT KKPD tidak memenuhi 

KKPD yang telah memenuhi 

Jdan 

melalui pendebitan rekening BPP 
dana UP KKPD diterima/masuk 

KKPD mempunyai tugas dan 

Ktivasi PIN KKPD melalui 

Service)/ sarana lainnya; 

call 



1 

(2) 

@) 

4 

o 

meminta kenaikan batasaifl belanjg  (limit) 

herbit KKPD melf permanen kepada Bank Pe] 

sarana tercepat lainnya setel 

menginformasikan nilai ke 

kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta) 

Bank Penerbit KKPD dalam| 

KKPD secara sementara; 

menginformasikan nilai ke 

permaner, serta nomor d: 

hal permintaan kenaikan ba 

melakukan monitoring pe 

sementara ke batasan bel 

belanja (limit) sementara/m: 

mengajukan permintaan f 

batasan belanja (limit) awdj-‘ 

belanja (limit) KKPD yang 

setelah mendapat persetujus 

menginformasikan nilai ket 

bukt-bukti pembayaran/pg 

BP/BPP untuk penyetorarn 

UANG PERSEDIAAN 

Pene 

UP sebagaimana dimaksud 

KKPD. 

UP KKPD sebagaimana din 

yang dikelola BP dan BPP atj 

Proporsi UP sebagaimana di1 

a. UP Tunai sebesar 60% 

masing SKPD; dan 

b. UP KKPD sebesar 40% 

masing SKPD. 

Proporsi UP sebagaimana dir 

Wali Kota. 

Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud d 

dapat dilakukan perubahan| 

pada SKPD. 

inaikkan secara se 

belanja (limit) awal setelah periode berakhir; 

meminta penyetoran kembali atas keterlanj 

Penerbit KKPD melalui surat elektronik d: 

ah mendapat perss 

naikan batasan 

hal permintaan 

maikan batasan 

nama KKPD kep: 

san belanja (lim} 
gembalian batas 

ja (limit) awal st 
sa berlaku pen 

engembalian ba 

kepada Bank P 

dari PA/KPA; d 

erlanjuran pembay 

mindahbukuan 

BAB IV 

Bagian Kesatu 

ntuan Prpporsi UK 

Pasal 11 

lalam Pasal 2 ayat 

naksud pada ayaj 

as pelimpahan dayy 

maksud pada aya 

(enam puluh p 

(empat puluh pg 

maksud pada ayaj 

Pasal 12 

sesuai dengan ke 

-11- 

kembali kepadd 

Pemerintah dalam hal penyetoran kembali ataLi 

KKPD secara sementara atau 

ui surat elektronik dan/ atau 

Ltujuan dari PA/KPA; 
belanja (limit) KKPD, periode 

momor dan nama KKPD kepada 

lkenaikan batasan belanja (limit) 

belanja (limit) KKPD, periode 

ada Bank Penerbit KKPD dalam 

) KKPD secara permanen; 

belanja (limit) KKPD secara 

telah periode kenaikan batasan 

naan TUP KKPD; 

asan belanja (limit) KKPD ke 

herbit KKPD dalam hal batasan 

nentara tidak kembali kebatasan 

ran pembayaran kepada Bank 

1/atau sarana tercepat lainnya 

n 

aran, nomor dan nama KKPD, 

png sah, dan nomor rekening 

Bank Penerbit Kartu Kredit 

keterlanjuran pembayaran. 

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

(1) terdiri dari UP Tunai dan UP 

(1) merupakan bagian dari UP 

i BP. 

(1) meliputi: 

rsen) dari besaran UP masing- 

rsen) dari besaran UP masing- 

(3) ditetapkan dalam Keputusan 

alam Pasal 11 ayat (3) huruf b 

butuhan penggunaan UP KKPD 



(2) Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 

berupa kenaikan atau penurpinan proporsi UP|KKPD. 

(38) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperbolehkan lebih dari 

70% (tujuh puluh persen). 

(4) Penurunan sebagaimana dirmpaksud pada ayat({2} tidak diperbolehkan kurang 

dari 30% (tiga puluh persen), 

(5) PA mengajukan perubahan |proporsi UP KKED sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada Wali Kota melalui PPKD selakul BUD. 

(6) PPKD selaku BUD memberikan pertimbanganatas usulan perubahan proporsi 

UP KKPD kepada Wali Kota. 

(7) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wali Kota 

memberikan persetujuan per 

Pertimbangan kenaikan atau pe 

ayat (7) didasarkan atas: 

a. kebutuhan pengeluaran riil 

b. perubahan kebijakan pelaks; 

c. perubahan dalam sistem 

elektronik; atau 

d. kebutuhan lainnya dalam ra 

Besaran UP KKPD dihitung dari 

Pasal 11 ayat (3) atau perubahar 

Kota sebagaimana dimaksud dala 

Permintaat 

(1) 
2 

BP menyampaikan kebutuha 

PA mencantumkan kebutuh 

dalam surat pernyataan UF 

Tunai kepada Kuasa BUD. 

(1) Dalam hal terdapat perub 

dalam Pasal 11 ayat (3) 

mengajukan surat permoho; 

selaku BUD melalui Kuasa B 

(2) Surat permohonan perubah 

dimaksud pada ayat (1) deng 

a. surat pernyataan UP da; 

ubahan proporsi U 

Pasal |3 

nurunan sebagain 

SKPD; 

anaan belanja SKI 

pembayaran den 

H 

ngka efektifitas pe 

Pasal 14 

proporsi UP KKP] 

1 proporsi UP K] 

im Pasal 12 ayat ( 

Bagian Kedua 

n Uang Persediaan 

Pasal 15 

an UP KKPD kepad 

an UP KKPD sebag 

dan diajukan pd 3 

Pasal 16 

han besaran UF 

u perubahan 

an perubahan 1y 

UD. 

an persetujuan [ 

an melampirkan: 

ri PA;dan 

-12- 

P KKPD. 

nana dimaksud dalam Pasal 12 

ID; 
an kanal pembayaran secara 

nggunaan UP KKPD. 

sebagaimana dimaksud dalam 

PD yang telah disetujui oleh Wali 

). 

KKPD 

a PA. 

raimana dimaksud pada ayat (1) 

da saat penyampaian SPM UP 

KKPD sebagaimana dimaksud 

e oporsi UP KKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) setelah ad, anya penyampaian SPM UP, PA 

esaran UP KKPD kepada PPKD 

esaran UP KKPD sebagaimana 



@3 

m 

2 

3 

4 

(5 

(1) 

3) 

) 

(5) 

b. 

KKPD. 

Ketentuan mengenai format surat pernyaj 

dimaksud pada ayat (2} tercantum dalam Lg; 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota inj 

Berdasarkan surat perny: 

dimaksud dalam Pasal 16 z 

UP KKPD. 

Pasal 17 

ataan dan  Kepuy 

yat (2) Kuasa BU 

Dalam hal besaran/proporsi UP KKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

selaku BUD menerbitkan Surat Persetujuan 

Surat persetujuan besaran [UP KKPD SKPD 

hari kerja setelah SPM UP dan/atau permoho 

SKPD diterima oleh Kuasa BUD. 

keputusan Wali Kota mengenai perubahfiL besaran UP atau proporsi UP 

gan UP dari PA sebagaimana 

mpiran yang merupakan bagian 

usan Wali Kota sebagaimana 

D melakukan penelitian besaran 

telah memenuhi ketentuan 

(3) dan Pasal 12 ayat (5), PPKD 

esaran UP KKPD SKPD. 

iterbitkan paling lambat 1 (satu) 

an perubahan besaran UP KKPD 

Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, pgngajuan UP dan/atau pengajuan 

perubahan besaran UP KKED SKPD ke PPKD 

harus melampirkan daftar rincian yang men; 

KKPD oleh masing-masing BPP. 

selaku BUD melatui Kuasa BUD 

atakan jumlah UP Tunai dan UP 

Ketentuan mengenai format surat persetujlan besaran UP KKPD SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teT cantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pergturan Wali Kota. 

Bagian Ketiga 

Jenis KKPD 

Pasal 18 

KKPD terdiri atas: 

a. 

b. 

Kartu Kredit untuk keperlu; 

pada ayat (1} huruf a, melip 

belanja ATK, kertas d 

belanja makanan dan 

e
p
o
 

Ty
 

Belanja barang dan jasa sebagaimana dim: 

Kartu Kredit untuk keperluan belanja b 

Kartu Kredit untuk keperluan belanja pe; 

belanja listrik, air, telpon/internet; 

belanja bahan bakar kendaraan dinas; 

belanja pemeliharaan peralatan dan mes! 

an belanja barang 

uti 

cover, bahan ko 

inuman; 

produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil 

Kartu Kredit untuk keperlu: 

pada ayat (1) huruf b 

penginapan. 

Jenis KKPD sebagaimana d; 

untuk keperluan belanja 

ditetapkan dalam Keputusa; 

belanja perjal 

meliputi kompoy 

imaksud pada aya|] 

Wali Kota. 

-13- 

s 

dan Batasan Belanja KKPD 

lang dan jasa ; dan 

jalanan dinas. 

dan jasa sebagaimana dimaksud 

mputer, penggandaan/cetak; 

sud pada ayat (2) mengutamakan 

an koperasi. 

an dinas sebagaimana dimaksud 

en pembayaran transport dan 

t (1) dan limit penggunaan KKPD 

ebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 



(1 

(2) 

@) 

@) 

Penggunaan KKPD sebagail 

belanja paling banyak sebes: 

1 (satu) penerima pembayar: 

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud 

melalui transaksi katalog el 

oleh lembaga yang menyelen 

pengadaan barang/jasa pe 

Dalam hal KKPD digun: 

dimaksud pada ayat (2}, 

pembayaran sebesar Rp30.0) 

Limit belanja KKPD dalam r: 

paling banyak sebesar Rp30 

Limit belanja KKPD dalam fangka keperluan 

diberikan paling banyak seb 

Total batasan limit belanja 

Pasal 19 

mana Pasal 18 

ar Rp50.000.000,0 

an. 

ektronik, toko d 

erintah. 

untuk transald 

i belanja paling 

0.000,00 (tiga pu 

ngka keperluan b 

KKPD pada SKPD 

at (2) dilakukan dengan nilai 

D (lima puluh juta rupiah) untuk 

pada ayat (1} dapat dilakukan 

ling, dan PLSE yang disediakan 

ggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan 

5i di luar sarana sebagaimana 

anyak untuk 1 (satu) penerima 

uh juta rupiah). 

elanja barang dan jasa diberikan 

000.000,00 (tiga pulih juta rupiah). 
elanja perjalanan dinas jabatan 

esar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 

paling banyak sebesar UP KKPD 

yang telah disetujui PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (2). 

Total besaran UP KKPD dan 

melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarlg 

Pagu jenis belanja yang & 

dimaksud pada ayat (4) adalah paling bany. 

pagu jenis belanja yang bisaj 

Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna K 

Pemegang KKPD, Pelaksang 

merupakan pejabat/pegawal 

Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada 

Pelaksana Kuasa Pengguna 

pegawai negeri sipil daerah 

dari PA/KPA. 

Administrator KKPD sebagai 

Dalam hal terdapat Pemegang KKPD sebag 

dan/atau Administrator 

berhalangan, pegawai yang| 

melaksanakan tugas BP/BE 

undangan, sebagai pemegan 

penggunaan UP X 

isa dibayarkan 

dibayarkan mel 

Bagian Keempat 

Pasal 20 

Kuasa Penggun: 

SKPD yang bers 

sebagaimana di 

iyang mendapat k 

mana dimaksud 3.
 

.
 

KKPD sebagaim: 

ditunjuk melaks; 

P sesuai dengan 

g KKPD dan Admi i
 

~14- 

(KPD dalam 1 (satu) tahun tidak 

an melalui UP KKPD. 

nelalui UP KKPD sebagaimana 

k 30% (tiga puluh persen) dari 

i UP. 

KPD dan Administrator KKPD 

dan/atau Administrator KKPD 

tus Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

layat (1) merupakan PA/KPA. 

aksud pada ayat (1) merupakan 

asa untuk menggunakan KKPD 

ada ayat (1) merupakan BP/BPP. 

imana dimaksud pada ayat (2) 

na dimaksud pada ayat (4) 

inakan tugas PA/KPA dan/atau 

retentuan peraturan perundang- 

nistrator KKPD. 



(1) 

] 

@) 

8 

(&) 

@ 

BABV 

PENGAJUAN, BENERBITAN DAN 

KARTU KREDIT PEMERINTA 

Per 

PPKD selaku BUD menunj 

undangan. 

Bank penerbit KKPD sebagai 

Bagian Kesatu 

Pasal 21 

rjanjian Kerja Sama 

PENGGUNAAN 

H! DAERAH 

k Bank yang meil'adi penempatan RKUD sebagai 

Bank penerbit KKPD sesuai dengan ke 

yang sama dengan bank penempatan RKUD. 

Berdasarkan penunjukan ank sebagaimana 

selaku BUD membuat perjanjian kerja sama 

KKPD. 

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaks 

memuat: 

a. definisi; 

b. tujuan perjanjian kerja [sama; 

c. ruang lingkup perjanjian kerja sama; 

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan 

kredit {credit line) SKPD 

tata cara penagihan day 

jenis dan besaran biaya| 

penyelesaian perselisih: 

berakhirnya dan akibat| 

alamat dan wakil para 

Surat Referensi; 

=
T
l
 

e
 

< 
N 

R 

kerahasiaan informasi/ 

hak dan kewajiban PPK]D selaku BUD d 

(fee), pajak-paj 

pengakhiran perj 

ihak; 

keadaan kahar (force mgjeure);dan 

data. 

Perjanjian kerja sama sebadgaimana dimaks 

oleh PPKD selaku BUD dan 

Dalam hal Bank penempatsz 

ayat (2) belum memiliki 

penempatan RKUD melaku 

bank badan umum milik ng 

Pasal 22 

kewenangan m 

kan kerja sama 

Kartu Kredit dari otoritas yang berwenang. 

Dalam rangka kerja sama 

penyediaan KKPD sebagain 

RKUD membuat perjanjian 

negara. 

kerja sama de 

-15- 

a dimaksud 

ant RKUD sebagai; 

dengan bank ba 

rana dimaksud p| 

entuan peraturan perundang- 

pada ayat (1) merupakan bank 

dimaksud pada ayat (1), PPKD 

dengan Pejabat Bank penerbit 

ud pada ayat (3), paling sedikit 

melalui UP dan besaran fasilitas 

0| Bank penerbit KKPD; 

h pembayaran tagithan KKPD; 

) 

an dan hykum yang berlaku; 

jangka waktu perjanjian; 

anjian; 

d pada ayat (3) ditandatangani 

Lvejabat Bank Penerbit KKPD. 

nana dimaksud dalam Pasal 21 

nerbitkan Kartu Kredit, bank 

alam penerbitan KKPD dengan 

gara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit 

fan umum milik negara dalam 

da ayat (1), bank penempatan 

gan bank badan umum milik 



@) 

] 

5 

(1) 

@ 

3) 

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaks 

memuat: 

a. definisi; 

b. tujuan perjanjian kerja sama; 

¢. ruang lingkup perjanjian kerja sama; 

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan 

o 
o
p
E
r
E
S
 

@
™
 

kredit (credit line) SKPD 

d pada ayat (2), paling sedikit 

melalui UP dan besaran fasilitas 

hak dan kewajiban Bank Penempatan RKUD dan bank badan umum milik 

negara Penerbit KKPD; 

tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD; 

jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;| 

penyelesaian perselisihan dan hukum y: 

jangka waktu perjanjian; 

g berlaku; 

berakhirnya dan akibat/pengakhiran perjanjjan; 

alamat dan wakil para pihak; 

Surat Referensi; 

keadaan kahar (force majeure); 

kerahasiaan informasi/data;dan 

ketentuan penutup 

Perjanjian kerja sama sebggaimana dima.ksw[ld pada ayat (3) ditandatangani 

oleh Pejabat Bank Penempatan RKUD dan p 

negara Penerbit KKPD; 

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada a; 

ejabat bank badan umum milik 

at (1) dilakukan paling lama 5 

(lima) tahun atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga yang 

berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kar 

Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagairy 

ayat (5), PA menyampaikan 

Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUID. 

Daftar Usulan Pemegang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling se 

a 

b 

c. 

d 

e. 

f. 

g 
h. 

i 

i 

Usulan Pemegang KKPD d: 

Keputusan Wali Kota ten 

Bagian Kedua 

h Kredit. 

Penetapan Pemegang KKPD dan Adininistrator KKPD 

Pasal 23 

Daftar Usulan Pe:t 

KKPD dan Daft 

nama dan NIP pemegang KKPD; 

tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD 

jabatan pemegang KKPD; 

kewenangan pemegang|KKPD; 

batasan belanja (limit) KKPD untuk masir 

alamat surat elektronik pemegang KKPD; 

nama dan NIP Administrator KKPD; 

tempat dan tanggal lahir Administrator Ki 

Jjabatan Administrator 'D;dan 

alamat surat elektronik Administrator KK] 

Administrator 

g Penetapan PA, 

-i6- 

tana dimaksud dalam Pasal 21 

negang KKPD dan Daftar Usulan 

r Usulan Administrator KKPD, 

dikit memuat: 

g-masing pemegang KKPD; 

{PD; 

PD. 

{KPD disesuaikan dengan Surat 

PA, BP dan BPP pada SKPD. 



(4) 

(2 

3 

(1) 

(2) 

©)] 

4 

(5 

(6) 

PPKD selaku BUD menyiapkan usulan 

Administrator KKPD untuk 

dengan Keputusan Wali Kota. 

disampaikan kep, 

Bagian Ketiga 

Pengajuan KKPD 

Pasal 24 

Daftar Pemegang KKPD dan 

a!cla Wali Kota untuk ditetapkan 

Berdasarkan keputusan Wali Kota sebagaimania dimaksud dalam Pasal 23 ayat 

(4), PPXD selaku BUD mengajukan surat 

kepada Bank penerbit KKPD, 

Surat permohonan penerbi 

dengan melampirkan: 

surat Referensi dari PA 

formulir aplikasi KKPD 

a 

b. 

c. fotokopi Kartu Tanda P 

d 

e. SKPA;dan 

f. 

Ketentuan mengenai format 

dimaksud pada ayat (2), dan 

(3), tercantum dalam Lampiran yang merupal 

Peraturan Wali Kota ini. 

Bank penerbit KKPD mel: 

oleh PPKD selaku BUD seb. 

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

pemberian batasan belanjal 

Bank penerbit KKPD dengal 

tentang besaran UP SKPD. 

Verifikasi sebagaimana d 

dilaksanakan paling lamba 

Penerbitan KKPD diterima o 

Dalam hal hasil verifikasi 

Bank penerbit KKPD mener 

a. KKPD; 

b. rekapitulasi penerbitan| 

c¢. tanda terima KKPD, un] 

Penerbitan KKPD, rekapitul 

pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6 

verifikasi terpenuhi. 

Bank penerbit KKPD meny 

lambat 1 (satu) hari kerja se 

Surat Keputusan Wali Kota tentang bes: 

tan KKPD sebagd 

KPA; 

Bagian Keempat 

Penerbitan KKPD 

Pasal 25 

cukan verifikasi S 

aimana dimaksu 

(timit) KKPD yan 

permohonan penerbitan KKPD 

limana dimaksud pada ayat {1}, 

dari bank berkenapn; 

enduduk yang magih berlaku dari PA/KPA; 

Fotokopi NPWP PA/KPA, 

an UP SKPD. 

Surat Permohonan Penerbitan KKPD sebagaimana 

Surat Referensi spbagaimana dimaksud pada ayat 

an bagian tidak terpisahkan dari 

irat Permohonan yang diajukan 

dalam Pasal 24 ayat (2). 

1) termasuk untuk persetujuan 

2 disesuaikan dengan kebijakan 

n mempertimbangkan Surat Keputusan Wali Kota 

imaksud pada 

t 6 (enam) hari 

leh Bank penerbi 

sebagaimana di 

vat (1) dan ayat (2) selesai 

erja setelah Surat Permohonan 

KKPD. 

ksud pada ayat (3) terpenuhi, 

bitkan: 

KKPD; dan 

asi dan tanda teri 

telah KKPD diterb 

-17- 

erahkan KKPD k 

tuk diserahkan ktpada PPKD selaku BUD. 

na KKPD sebagaimana dimaksud 

enam) hari kerja setelah hasil 

pada PPKD selaku BUD paling 

tkan. 



m 

@ 

(3) 

M 

@) 

@) 

(1) 

(2) 

M 

@ 

3) 

(4) 

(5) 

Pasal 26 

Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud 

(2) tidak terpenuhi, Bank 

permohonan penerbitan KK 

penolakan kepada PPKD sel 

Penyampaian surat pember 

ayat (1) disampaikan palin| 

proses verifikasi. 

PPKD selaku BUD mempe; 

penerbitan KKPD dan menj 

untuk proses verifikasi lebih 

Aktivas 

Pemegang KKPD menggunal 

Penerbit KKPD 

PD dengan meny 

u BUD. 

g lambat 1 (satu 

’rba.iki dan mele: 

ampaikan kemb. 

lanjut. 

Bagian Kelima 

Pasal 27 

terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan 

Aktivasi 

Administrator KKPD atau 

center/layanan pesan singka 

Request/aktivasi PIN KKPD 

KKPD sebagaimana dimaksud 

masing-masing 

it (Short Message 

dilakukan oleh 

masing Pemegang KKPD melalui call cente 

Message Service) /sarana lai 

Setelah aktivasi Kartu dan K 

aktif dan siap digunakan. 

nnya. 

Pasal 28 

IN selesai dilakuk 

Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud 

pembayaran belanja barang 

Pemegang KKPD membub: 

(signature panel) yang terday 

dan jasa sebagain 

Pasal 29 

thkan tapda tan 

at pada bagian b 

Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor k 

(CVV) dan masa berlaku KKPD. 

Secara periodik Pemegang KKPD aktif memerii 

KKPD untuk memastikan 

(dispute). 

tidak terdapat tr: 

kan KKPD sesuai 

{lalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat 

mienolak sebagian atau seluruh 

ampaikan surat pemberitahuan 

fitahuan penolakap sebagaimana dimaksud pada 

hari kerja setelah berakhirnya 

1|1 gkapi persyaratan permohonan 

d li kepada Bank penerbit KKPD 

i dan Penggunaan KKPD 

dengan kewenangannya setelah 

TN KKPD untuk pertama kali. 

ada ayat (1) dilakukan oleh 

Pemegang KKPD melalui call 

Service) /sarana lainnya. 

iministrator KKPD atau masing- 

r/layanan pesan singkat (Short 

tan, status KKPD secara otomatis 

pada ayat (1) dilakukan untuk 

nana dimaksud dalam Pasal 18. 

san pada kolom tanda tangan 

clakang KKPD. 

cartu, PIN, Card Verification Value 

sa kondisi dan rincian transaksi 

msaksi yang salah/tidak diakui 

Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, pemegang KKPD dilarang 

memberikan informasi mengenai data dir 

siapapun. 

Dalam hal KKPD digunakan 

pembelian barang/jasa yang 

untuk transaksi, 

merupakan prod) 

-18- 

dan transaksi KKPD kepada 

[Pemegang KKPD mengutamakan 

uk dalam negeri. 



(6) 

1 

2 

(1) 

Dalam hal KKPD tidak dip| 

KKPD dapat mengajukan p 

KKPD dan menyimpan KKPI} 

PELAKSAN, 

KARTU KR 

Penatausahaan Bukti-| 

Pasal 30 

Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpull 

menggunakan KKPD berupa 

a. Tagihan (e-billing)/Daftar; 

b. Tagihan Sementara; 

c. Surat Tugas/Undangan 

Dinas/Perjanjian/Kontiak;dan 

d. bukti-bukti pengeluaran. 

Daftar Tagihan Sementara 

dari sistem perbankan Bank 

nama pemegang KKPD; 

nilai transaksi (amount: 

sub total tagihan. 

Bukti-bukti pengeluaran sek 

bukti pembelian/pembayard 

a 

b 

c. 

d. 

e. 

1. 

g 
h 

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaki 

pelaksana pengguna KKE 

menggunakan KKPD. 

Daftar pengeluaran riil bel: 

pada ayat (4) sesuai de 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perlz 

Penagihan dan Penyelesaiay 

Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD menyam 

belanja menggunakan K 

dimaksud dalam Pasal 30 

Unit SKPD paling lambat 2 
Tagihan Sementara diterimg 

nomor KKPD (account number); 

tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara; 

tanggal transaksi (trangaction date); 

tanggal pembukuan (pasting date}; 

keterangan (description); 

ergunakan dal: 

ermohonan pen 

ditempat yang amu 

BAB VI 

AAN PEMBAY. 

EDIT PEMERINTA! 

Bagian Kesatu 

sebagaimana dim 

3 

§);dan 

agaimana dimaks 

(n sesuai dengan 

D membuat da 

ngan format terd 

Bagian Kedua 

Pasal 31 

KPD dilampiri o} 
ayat (1) kepada H 

(dua) hari kerjal 

{ dari Bank penerb; 

-19- 

| 

L’angka waktu lama, Pemegang 

fl‘aktifkan kepada Administrator 

pan. 

N DENGAN 

{ DAERAH 

ukti 

tan dokumen belanja yang 

Rapat/Surat Perjalanan 

aksud pada ayat (1) dihasilkan 

penerbit KKPD, memuat informasi: 

hd pada ayat (1) huruf ¢ meliputi 

eraturan perundang-undangan. 

ud pada ayat (1), PPTK selaku 

ftar pengeluaran riil belanja 

anja menggunakan KKPD sebagaimana dimaksud 

antum dalam Lampiran yang 

turan Wali Kota ini. 

1 Tagihan 

paikan daftar pengeluaran riil 

okumen belanja sebagaimana 

tA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK- 

setelah tagihan (e-billing)/Daftar 
t KKPD. 



2 

& 

(6) 

(1) 

) 

3} 

Berdasarkan daftar pengel 

dokumen sebagaimana dimaksud pada aya 

melakukan Verifikasi terhadap: 

a. kebenaran data pihak| 

APBD; 

b. kebenaran materiil dan| 

uaran riil belan, 

yang berhak mes 

perhitungan bukt 

h menggunakan KKPD beserta 

(1), PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 

herima pembayaran atas beban 

-bukti pengeluaran; 

c. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara 

termasuk memperhitungkan kewajiban 

pemerintah daerah; 

d. kesesuaian perhitungd 

billing) / Daftar Tagihan 

e. kesesuaian jenis belanj 

f.  kesesuaian spesifika 

perjanjian/kontrak, do 

yang diserahkan oleh 

Berdasarkan hasil verifika 

KKPD dengan dilampiri L 

selanjutnya disampaikan ke 

NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat, 

tanggal dan nomor NPID KKPD; 

jumlah tagihan KKPD y 

a, 

b 

c. 

d. peruntukkan pembayaj 

e. dasar pembayaran; 

f.  pembebanan anggaran| 

g tanggal setuju/lunas 

PA/KPA mengesahkan sebg 

KKPD sebagaimana dimakshid pada ayat (3) (T 

DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayaf 

tercantum dalam Lampiran yang merupakat 

Peraturan Wali Kota ini. 

Dalam hal terdapat bukti-b 

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD) 

nomor rekening Bank penerbit KKPD; 

in antara bukti 

Sementara; 

i teknis dan 

si, PPK-SKPD/PR 

PT KKPD serta 

pada PA/KPA unt 

ang dibayarkan; 

ran; dan 

dan 

gian/seluruhnya 

Pasal 32 

ukti pengeluaran| 

menolak bukti-b 

disampaikan kepada Pelaks 

Penolakan paling lambat B (tiga) hari kerj'a 

belanja menggunakan KKPD diterima. 

Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD memperd 

pengeluaran riil belanja menggunakan K 

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK Un| 

lebih lanjut. 

Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimarn 

sesuai dengan format tergantum dalam Lat 

tidak terpisahkan dari Perafuran Wali Kota in. 

ana Kuasa Penggu 

o 

220 - 

penerima pembayaran kepada 

gengeluaran dengan Tagihan (e- 

a yang dapat dibayarkan dengan KKPD;dan 

volume barang/jasa dalam 

men serah terinta barang/jasa, dan barang/jasa 

enyedia barang/jasa. 

K Unit SKPD menyiapkan NPD 

bukti-bukti pengeluaran untuk 

hk ditandatangani dan disahkan. 

3) paling sedikit memuat: 

ayar serta penandatangan NPD KKPD. 

ukti-bukti pengeluaran dan DPT 

in menandatangani NPD KKPD. 

(3) dibuat sesuai dengan format 

n bagian tidak terpisahkan dari 

yang tidak memenuhi ketentuan, 

ukti pengeluaran dimaksud dan 

na melalui Surat Pemberitahuan 

setelah daftar pengeluaran riil 

aiki dan melengkapi bukti-bukti 

D dan menyampaikan kembali 

t SKPD untuk proses verifikasi 

a8 dimaksud pada ayat {1) dibuat 

mpiran yang merupakan bagian 



PA/KPA menyampaikan NPD K 

pengeluaran belanja yang telah 

ayat (4) kepada BP/BPP paling 

dilampiri dengan dokumen yang 

Pengu 

Berdasarkan NPD KKPD 

pengeluaran belanja yang 

33, BP/BPP melakukan: 

a. 

b. 

C. 

(1) 

pengujian atas NPD KK 

pengujian ketersediaan 

penyusunan daftar pu 

dalam NPD KKPD. 

Pengujian atas NPD KKPD 

(1) huruf a, meliputi: 
2) 

a. penelitian kelengkapa 

PA/KPA; 

pemeriksaan kebenaray 

1) 

2) 

3 

4) 

pihak yang ditunj 

nilai tagihan yang) 

jadwal waktu pem| 

ketersediaan d: 

yang disebutkan dalas 

yang disebutkan dalam 

pemeriksaan dan pg 

anzlia.ng bersangku 

pemeriksaan kesesuaian pencapaian kg 

Pasal 33 

KPD yang dilam 

disahkan sebaga 
1 iri DPT KKPD dan bukti-bukti 

mana dimaksud dalam Pasal 31 

lambat 1 (satu) h 

lengkap dan sah. 

Bagian Ketiga 

ian Nota Pencaira 

Pasal 34 

yang dilampiri] 

elah disahkan seb: 

; 

dana UP KKPD;dI 

ngutan/potongan 

dan DPT KKPD sg 

in perintah pem 

n atas hak tagih, 1 

k untuk menert 

harus dibayar; 

bayaran ;dp.n 

m penerimaan baj 

dokumen perjan; 

ngujian ketepa 

IPD dan DPT KKPD; 

anggaran atas pengeluaran. 

Dalam hal pengujian NPD 

BPP menyampaikan NPD 

kepada BP untuk pengajuat 

Berdasarkan hasil verifika: 

sebagaimana dimaksud pa 

diterbitkan oleh KPA seba; 

permintaan penggantian UF 

“ 

(5) Pengajuan permintaan pen 

ayat (3) dilakukan paling la 

KKPD diterima. 

KKPD dan DPT K] 

KKPD dan DPT 

0 permintaan peng; 

i NPD KKPD d 

da ayat (2) dan E 

saimana dimaksu 

KKPD kepada PAL. 

ggantian UP KKH 

ambat 2 (dua) hari 

-21- 

hri kerja setelah diterbitkan dan 

n Dana 

DPT KKPD dan bukti-bukti 

sigaimana dimaksud dalam Pasal 

i 

in 

pajak/bukan pajak atas tagihan 

bagaimana dimaksud pada ayat 

ayaran yang diterbitkan oleh 

eliputi: 

A pembayaran; 

1. 

luaran antara spesifikasi teknis 

rang/jasa dan spesifikasi teknis 

lan /kontrak;dan 

1 penggunaan kode rekening 

IPD telah memenuhi persyaratan, 

KPD yang diterbjtkan oleh KPA 

gantian UP KKPD kepada PA. 

DPT KKPD yang diterbitkan PA 

PD KKPD dan DPT KKPD yang 

. pada ayat (3), BP mengajukan 

D sebagaimana dimaksud pada 

kerja sejak NPD KKPD dan DPT 



Dalam hal berdasarkan pen 

persyaratan untuk dibayar 

yang diajukan dan mengen 

kerja sejak NPD KKPD dan 

(6) 

Mekanisme Py 

Permintaan penggantian UP KKE 

dilakukan dengan mengajukan 

dilampiri NPD KKPD dan DPT Kk 

atas tagihan dalam NPD KKPD, & 

PPK-SKPD melakukan verifi 

sesuai dengan ketentuan pg 
M 

Berdasarkan hasil verifikas 

SPP-GU KKPD dinyatakan 

KKPD yang dilampiri Draft 

Surat Pernyataan Verifikas 

ditandatangani. 

Dalam hal berdasarkan haj 

dokumen SPP-GU KKK 

mengembalikan kepada B 

setelah dokumen SPP-GU K| 

@) 

PA menerbitkan SPM GU Kl 

penerbitan SP2D GU KKPI 

SPP-GU KKPD diterima seca 

SPM GU KKPD sebagaiman 

a. Surat Peryataan Tangg] 

b. Surat Peryataan Verifik 

(1) 

2 

Kuasa BUD melakukan v 

ketentuan peraturan perun 

Berdasarkan hasil verifika 

SPM GU KKPD dinyatakan 

paling lambat 2 (dua) hari K 

lengkap. 

(1) 

@) 

gujian, NPD KKPD 

an, BP/BPP mer 

balikan kepada 

Bagian Keempat 

enerbitan SPP-GU 

SP2D GU KKPD 

Pasal 35 

D sebagaimana d 

SPP-GU KKPD ki 

{PD, daftar pungut 

eserta dokumefi 

Pasal 36 

kasi dokumen SPH 

raturan perundar 

i sebagaimana dj 

engkap dan sah, 

Surat Peryataan 

i PPK-SKPD, dan 

sil verifikasi sebag 

‘D dinyatakan 

P untuk dilengka 

D diterima. 

Pasal 37 

KPD dan menyam 

paling lambat 2 

ira lengkap. 

dimaksud pada F 

ung Jawab Mutlak 

tasi PPK-SKPD. 

Pasal 38 

rifikasi dokumen 

dang-undangan. 

i sebagaimana di 

DPT KKPD diterima. 

| ‘dan DPT KKPD tidak memenuhi 

blak NPD KKPD dan DPT KKPD 

PTK paling lambat 2 (dua) hari 

SPM GU dan 

maksud dalam Pasal 34 ayat (4) 

ada PA melalui PPK-SKPD yang 

an/potongan pajak/bukan pajak 

endukung. 

-GU KKPD yang disampaikan BP 

r-undangan. 

maksud pada ayat (1) dokumen 

IPPK-SKPD menyiapkan SPM GU 

fanggung Jawab Mutlak PA dan 

disampaikan kepada PA untuk 

aimana dimaksud pada ayat (1) 

belum lengkap, PPK-SKPD 

pi paling lambat (1) hari kerja 

aikan kepada Kuasa BUD untuk 

(dua) hari kerja sejak dokumen 

vat (1), dilampiri: 

PA;dan 

SPM GU KKPD sesuai dengan 

lengkap, Kuasa Ef 

erja sejak dokumg 

-22- 

aksud pada ayat (1) dokumen 

UD menerbitkan SP2D GU KKPD 

n SPM GU KKPD diterima secara 



(3) 

(1 

@ 

3) 

©) 

(6} 

™ 

m 

2 

@) 

(4) 

Dalam hal berdasarkan hasé 

dokumen SPM GU KKP 

mengembalikan dokumen SEM GU KKPD kepa 

kerja sejak diterima dokume 

Peml; 

BP melakukan pembayaran 

verifikasi seb: 

belum diny: 

n SPM GU KKPD. 

Bagian Kelima 

Pasal 39 

tagihan KKPD me 

aimana dimaksud 

| 

‘ pada ayat (1) 

‘akan lengkap, Kuasa BUD 

a PA paling lambat 1 (satu) hari 

ayaran Tagihan KKPD 

alui pendebitan rekening BP ke 

rekening Bank penerbit KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 

pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekemning BP. 

Dalam hal pada SKPD terdapat BPP, pendebi 

dilakukan BP paling lambat] 

UP KKPD diterima/masuk ki 

BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD 1 

ke rekening Bank penerbit 

pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rek 

Pendebitan rekening BP/BP 

sebagaimana tercantum dalam DPT KKPD. 

Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan: 

a. LPSE;dan 

b. Cek/bilyet giro. 

Layanan Perbankan Secara) 

huruf a berupa: 

a. Internet Banking;dan/a 

b. Kartu Debit. 

Biaya yang timbul akib: 

Perbankan Secara Elektron 

pada ayat (1) dan ayat (2) dil 

Dalam hal terdapat tagihan 

singkat 1 (satu) bulan sejak 

KKPD menyampaikan lapor 

bersangkutan dan ditembus 

Berdasarkan Laporan Tagil 

PPKD selaku BUD melakukd 

Koordinasi sebagaimana 

mengklarifikasi, menghimb: 

penyelesaian tagihan KKPD 

SKPD harus menyelesaikan| 

(3) paling lambat 2 (dua) 

selaku BUD. 

1 (satu) hari kerj 

e rekening BP. 

KKPD paling I 

Elektronik sebags 

tau 

k dari Rekening 

ebankan pada DP) 

Pasal 40 

KKPD yang belu 

¢ tanggal jatuh te] 

an tunggakan ta[g 

kan ke PPKD selak 

1an KKPD sebagal 

in koordinasi deng: 

dimaksud pad 

au dan mendoron 

ang belum dibaig 

tagihan KKPD 

bulan sejak koo 

-23- 

an rekening BP ke rekening BPP 

5 setelah pencairan dana SP2D- 

elalui pendebitan rekening BPP 

bat 1 (satu) hari kerja setelah 

ning BPP. 

P dilakukan sejumlah tagihan yang harus dibayar 

ximana dimaksud pada ayat (6) 

at pendebitan rekening penggunaan Layanan 

BP/BPP sebagaimana dimaksud 

A SKPD berkenaan. 

m dibayarkan oleh SKPD paling 

npo pembayaran, Bank penerbit 

tihan KKPD kepada SKPD yang 

u BUD. 

mana dimaksud pada ayat (1), 

an SKPD terkait. 

ayat (2) dilakukan untuk 

g SKPD melakukan percepatan 

rkan. 

bagaimana dimaksud pada ayat 

dinasi dilakukan dengan PPKD 



(1) 

] 

@3 

*) 

(5) 

©®) 

(1) 

Pembayaran atas tagihan K 

tagihan/haknya merupakan 

Keterlanjuran pembayaran h 

ke rekening BP/BPP untuk p; 

Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud 

Adminintrator KKPD kepad 

dan/atau sarana tercepat lai} 

Untuk permintaan penyetor: 

Administrator KKPD harus menginformasikan 

a. nilai keterlanjuran pembayaran; 

b. nomor dan nama KKPD 

bukti-bukti pembayaran/pemindahbukua 

nomor rekening BP/E 

penyetoran kembali, kep 

Dalam hal informasi permin 

pada ayat (3) dan ayat (4} 

penyetoran kembali ke rek 

paling lambat 5 (lima) hari, 

kembali oleh Administrator K 

Dalam hal informasi permintaan penyetoran 

KKPD memberitahukan kepada 

enyetoran kemballi. 

simana dimaksud [pada ayat (4). 

penerbit 

memperbaiki permintaan pi 

ayat (3) dan informasi sebag; 

BIAYA PENGGUNAAN 

Bank penerbit KKPD mem 

meliputi: 

a. biaya keanggotaan; 

b. biaya pembayaran tagihan melalui Teller, 

c. biaya permintaan kenaikan batasan bela: 

d. Dbiaya penggantian Kartu Kredit karena hil 

e. biaya penggantian PIN; 

f.  biaya copy Billing Staterment; 

g. biaya pencetakan tambahan lembar tagiha 

h. biaya keterlambatan pembayaran; 

i.  biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang 

j.  biaya penggunaan fasilitas airport lounge 

Pasal 41 

PD kepada Ba.l:‘t 

eterlanjuran pe: 

s disetorkan 

nyetoran kembali 

a Bank penerbit 

ada Bank penerb: 

taan penyetoran 

KPD. 

BAB VII 

KARTU KREDIT PE 

Pasal 42 

bebaskan SKPD 

24 - 

penerbit KKPD yang melebihi 

bayaran. 

lfiembali oleh Bank penerbit KKPD 

pada ayat (2) dimintakan oleh 

KKPD melalui surat elektronik 

nnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA. 

an kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

h yang sah; dan 

PP dan/atau rgkening yang ditunjuk untuk 

' KKPD. 

kembali sebagaimana dimaksud 

telah terpenuhi, Bank penerbit KKPD melakukan 

ening BP/BPP dan/atau rekening yang ditunjuk 

kerja setelah pengajuan permintaan penyetoran 

kembali tidak terpenuhi, Bank 

Administrator KKPD untuk 

sebagaimana dimaksud pada 

MERINTAH DAERAH 

dari biaya penggunaan KKPD, 

ATM, dan e-banking; 

ja (limit); 

ang/dicuri atau rusak; 

in; 

terlambat dibayarkan;dan 

ang bekerjasama dengan KKPD. 



(1) 

(2) 

(©)] 

C 

M 

Dalam penggunaan KKPD, 

materai. 

Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud 

dituangkan dalam perjanjidn kerja sama p 

selaku BUD dengan Pejabat 

biaya yang dibeb: 

Bank Penerbit KK 

BAB VIII 

[ 
ankan pada APBD hanya biaya 

pada ayat (1) dan ayat (2) 

enggunaan KKPD antara PPKD 

HD. 

MONITQRING DAN EVALUASI 

Dalam pelaksanaan pembay 

melalui SKPKD melakuka] 

pembayaran belanja daerd 

berkala. 

Monitoring dan evaluasi seb: 

memastikan pelaksanaan 

ketentuan peraturan perurmn 

Monitoring dan evaluasi sel 

dengan menyampaikan lap 

pembayaran belanja daerah 

Monitoring dan Evaluasi sel 

PA dan PPKD. 

KE/ 

Bank penempatan RKUD 

mengeluarkan izin pener 

kemandirian dalam menerbif 

Pemrosesan transaksi dan 

dan/atau pihak terkait d 

sebagai alat pembayaran se 

sistem pembayaran. 

Pasal 43 

aran dan pen 

N monitoring d: 

‘h menggunakan 

agaimana dimaks 

embayaran men 

ang-undangan. 

menggunakan K 

BAB X 

TENTUAN LAIN-L, 

Pasal 44 

tkan KKPD. 

uai dengan keter, 

-25- 

bagaimana dimak: 

pran hasil monichring dan evaluasi pelaksanaan 

penyelenggaraan, 

engan memperhatikan pengaturan kartu kredit 

maan KKPD, pemerintah Daerah 

n evaluasi atas pelaksanaan 

KKPD secara berjenjang dan 

pada ayat (1) dilakukan untuk 

gunakan KKPD sesuai dengan 

ud pada ayat (1) dilaksanakan 

D. 

agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

AIN 

berkoordinasi dcfingan lembaga yang berwenang 

bitan Kartu Kre }it dalam rangka percepatan 

KKPD dilakukan oleh bank 

fuan peraturan otoritas di bidang 



KETENTUAN PENUTUFR 

BAB X 

Pasal 45 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal.rr pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 92 Daepber 20 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA| 

SAIDO BONSAI 

LEMBARAN DAERAH KOTA BAI 

23 

BAUBAU, 

-26 - 

aerah Kota Baubau 

etapkan di Baubau 

Ha tanggal, &2 Degepber 2023 

MUH. RASMAN MANAFIT 

T i
y
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